SALINAN

BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 93 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

Menimbang

KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, bahwa penyusunan RAPBD
berpedoman kepada RKPD dalam rangka
mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan
ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa
RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD,
maka untuk menjaga konsistensi antara
perencanaan dan penganggaran, perubahan
RKPD Tahun 2021 yang ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan
penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD
Tahun 2021 dan PPAS Perubahan Tahun 2021
untuk menyusun Rancangan Perubahan APBD

Tahun 2021;

b. bahwa dokumen perencanaan daerah
sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di
atas harus disusun secara terarah dalam upaya
peningkatan koordinasi, integrasi dan sinergitas

perencanaan daerah;

c. bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum

dalam aplikasi Perubahan Rencana
Pemerintah  Daerah  (RKPD), maka
menetapkan Perubahan Rencana

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Indramayu

Tahun 2021;



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c
tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan
Bupati.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan



10.

11.

12.

13.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2020 tentang Penetapana Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara
dan  Stabilitas Sistem = Keuangan  untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
menjadi Undang-undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
10);



22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam
rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMD) Tahun
2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020
tentang Penetapana Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat Akibat Corona Virus Disease 2019
(COVID-19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata  Cara  Perencanaan,
Pengendalian dan  Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah  Daerah, dan Rencana  Kerja
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100
Tahun 2018 tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (berita negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 (COVID-19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun
2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
590);

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5
Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan
Perencanaan Pembangunan Kabupaten
Indramayu  (Lembaran  Daerah  Kabupaten
Indramayu Tahun 2006 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Indramayu
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Indramayu Tahun 2008 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu
Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu
Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indramayu
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Indramayu Tahun 2019 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu



(Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun
2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2021.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Indramayu.

Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Indramayu.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat
daerah pada Pemerintah Kabupaten Indramayu selaku pengguna
anggaran/ barang.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Badan
adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab
terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan
di daerah.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa
depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan
sumber daya yang tersedia.

Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua
komponen bangsa di Daerah dalam rangka mencapai tujuan
bernegara.

Rencana Kerja Pemerintah selanjutnya disingkat RKP adalah
dokumen perencanaan nasional untuk 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat
Perubahan RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk
periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM



11.

12.

13.

14.

Daerah sebagai dasar penyusunan KUPA/PPAS Perubahan dan R-
APBD Perubahan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk
periode 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk Organisasi
Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis
Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) adalah dokumen
perencanaan yang dibuat Organisasi Perangkat Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah
(Renja-OPD) adalah dokumen perencanaan yang dibuat Organisasi
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu kegiatan atau
lebih yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk
mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran,
atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Organisasi
Perangkat Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2021 dijadikan :
a. Dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan

b. Pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta

(1)

(2)

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud Penetapan Perubahan RKPD adalah untuk menetapkan

dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam :

a. penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah;

b. penyusunan KUPA, PPAS Perubahan dan Perubahan Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.

Tujuan penetapan Perubahan RKPD adalah untuk :

a. mewujudkan pencapaian visi dan misi Daerah;



mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan
baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi
pemerintah maupun antar tingkat pemerintahan;

mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; dan

mencapai

pemanfaatan sumberdaya secara efisien, -efektif,

berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika Perubahan RKPD meliputi :

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan,
hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta
sistematika dokumen RKPD.

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat gambaran umum kondisi daerah, evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai
tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta
permasalahan pembangunan daerah.

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN
DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun
lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain
mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah,
sumber-sumber pendapatan dan kebijakan
pemerintah  daerah  yang  diperlukan dalam
pembangunan  perekonomian daerah = meliputi
pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan
daerah.

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas
dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil
analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD
sampai dengan triwulan II dan capaian kinerja yang
direncanakan dalam RPJMD, identifikasi
permasalahan di tingkat daerah dan nasional,
rancangan kerangka ekonomi daerah beserta
kerangka pendanaan.



BAB V

BAB VI

BAB VII

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program
dan kegiatan prioritas daerah yang disusun
berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan,
kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian
kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana
program dan kegiatan prioritas yang mewakili
aspirasi dan kepentingan masyarakat.

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH

Memuat penetapan indikator kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan
untuk memberikan panduan dalam pencapaian
kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator
Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci
(IKK) pada akhir tahun perencanaan.

PENUTUP

BAB V

ISI DAN URAIAN PERUBAHAN RKPD

Pasal 5

Isi beserta uraian dan lampiran Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.

Kepala Badan

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

pelaksanaan Perubahan RKPD, sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 20 Agustus 2021
BUPATI INDRAMAYU,
Cap/Ttd
NINA AGUSTINA

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 20 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
Cap/Ttd
RINTO WALUYO
BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN : 2021 NOMOR : 93
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA




